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Abstrak—Dalam memberikan pelayanan pajak terdapat beberapa masalah seperti
persyaratan yang tidak lengkap, waktu pelayanan yang lama karena interaksi dengan
wajib pajak, wajib pajak tidak dapat hadir secara langsung karena terbentur waktu dan
wajib pajak harus datang atau telepon untuk mengetahui penyelesaian berkas sampai
dimana. Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (SIPPD) ini bertujuan untuk
memberikan informasi persyaratan berkas lengkap yang harus dilampirkan untuk
mengajukan permohonan pelayanan setiap jenis pajak, sehingga meminimalisir wajib
pajak kurang berkas persyaratan. Dan SIPPD ini juga dapat memberikan pelayanan
secara online untuk wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk datang secara
langsung, serta dapat memantau proses pengerjaan berkas secara online tanpa
harus datang atau menelpon petugas pelayanan.

Perancangan SIPPD ini menggunakan metode SDLC agar dapat terus dikembangkan dan
disempurnakan lagi kedepannya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal.
Dengan dibuatnya SIPPD ini diharapkan dapat memberikan hasil pelayanan yang lebih
cepat dan fleksibel. Dari segi waktu pelayanan dapat memangkas waktu yang sebelumnya
jika dengan tatap muka membutuhkan waktu 10-15 menit menjadi 1 — 5 menit saja.

Abstract—In providing tax services there are several problems such as incomplete re-
quirements, long service time due to interactions with assessable, assessable cannot be
present directly because of their activity and assessable must come or call to know how
far the progress of their application. This Regional Tax Service Information System
(SIPPD) aims to provide complete file requirements information that must be attached to
apply for service for each type of tax, so that minimizing assessable lack of file require-
ments. And SIPPD can also provide online services for assessable who do not have the
time to come directly, and can monitor the process of the application without having to
come or call service officer.

The design of the SIPPD uses the SDLC method so that it can continue to be developed
and refined in the future to provide maximum service.

With the creation of SIPPD, it is expected to provide results that are faster and more flex-
ible. In terms of service time can cut the previous time if face to face with service officer
can takes 10-15 minutes become 1 - 5 minutes.
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1 Pendahuluan

Di era teknologi yang terus berkembang seperti sekarang, masih banyak instansi
pemerintahan yang memberikan pelayanan secara konvensional. Pelayanan konven-
sional ini memiliki beberapa masalah seperi waktu pelayanan yang lama, berkas
permohonan yang terselip bahkan hilang, proses pengerjaan berkas permohonan tidak
terpantau dan masyarakat yang tidak dapat hadir untuk memasukan berkas permo-
honan karena terbentur dengan kesibukannya.

Dengan dibuatnya perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (SIPPD)
ini bertujuan untuk mengatasi semua masalah tersebut, seperti waktu pelayanan yang
lebih singkat dan fleksibel, berkas permohonan tidak tercecer dan dapat terpantau
proses pengerjaannya, serta dapat mengurangi penggunaan kertas karena berkas
permohonan dikirimkan dalam bentuk berkas digital yang diunggah ke SIPPD.

Saat ini untuk instansi pemerintahan sudah ada beberapa sistem pelayanan untuk
pajak daerah tetapi masih terbatas pada satu jenis pajak atau masih ada yang tidak
dapat diakses secara online melalui internet. SIPPD sendiri dirancang untuk saat ini
dapat mencakup 3 jenis pelayanan pajak daerah dan kedepannya akan terus dikem-
bangkan agar dapat mencakup pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

Dengan adanya SIPPD ini dapat memangkas waktu pelayanan dan waktu
penyelesaian permohonan. SIPPD, mengatasi berkas terselip atau hilang dan mengu-
rangi antrian pada loket pelayanan.

2 Studi Literatur
2.1  Sistem Informasi Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas kebutuhan perpajakan yang disediakan oleh Badan Pela-
yanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem informasi pelayanan pajak yang selanjutnya disebut Sistem Informasi ada-
lah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta
mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan se-
baliknya dalam bentuk lisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Penyelenggara pelayanan pajak yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah in-
stitusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan pajak.

2.2 Pajak Daerah
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Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan men-
jadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksa-
naan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan
kewajibannya.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pasal 1 Ayat 10:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dae-
rah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[1]

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian terkait yang berfungsi sebagai pendukung untuk penelitian yang akan
dibangun adalah, sebagai berikut:

Ilyas, Abdullah, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pa-
jak/Retribusi Daerah pada UPT DIPENDA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri
Hilir. Aplikasi ini menggunakan pemrograman visual basic 6.0 sehingga aplikasi
hanya untuk stand alone. Dan aplikasi ini juga hanya berfokus kepada pengolahan dan
penyimpanan data pembayaran pajak dan retribusi[2].

Ilhamsyah, Shantika Martha, Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Pajak
Bumi dan Bangunan. Aplikasi ini sudah berbasis web sehingga sudah dapat diakses
secara online oleh user. Aplikasi yang dibangun berfokus kepada satu pajak daerah
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan saja[3].

Jepri Paulanda, Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Reklame dengan Metode Offi-
cial Assesment. Aplikasi yang dibangun ini berfokus kepada pengelolaan pajak
reklame mulai dari pelayanan sampai dengan pembayaran. Aplikasi dibuat
menggunakan pemrograman Visual Basic 6 dengan database SQL Server dan report
menggunakan Crystal Report. Aplikasi ini masih belum online atau masih
standalone[4].

Ridho Robby Prestisiadi, Ismiarta Aknuranda, Djoko Pramono, Pengembangan
Sistem Informasi Pelaporan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso. Aplikasi sistem pelaporan BPHTB ini selain untuk menerima pelaporan
transaksi BPHTB juga digunakan untuk menentukan nilai pasar terhadap NJOP Bumi
dan Bangunan menggunakan metode Quality Rating. Aplikasi yang dikembangkan ini
berbasis web sehingga wajib pajak bisa mendaftarkan permohonannya tanpa harus ke
kantor BPD[5].

Riza M. Yunus, Titin Cartinah, Rancang Bangun Surat Pemberitahuan Pajak Dae-
rah (e-SPTPD) Berbasis Web pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka. Aplikasi penyampaian SPTPD ini dilakukan secara online guna mengu-
rangi data yang hilang pada saat pembukuan dan dapat menghemat waktu pelayanan.
Aplikasi ini berbasis web sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPTPD-nya secara
online kapan saja dan dimana saja. Sayangnya aplikasi ini hanya mencatat sistem
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pembayaran SPTPD-nya saja tidak ada fasilitas untuk upload file hasil scan rekap
omset selama 1 bulan dan sptpd yang telah dilegalisir oleh bank][6].

Sixvana Silalahi, Mochammad Al Musadieq, Dr, MBA, Gunawan Eko Nurtjah-
jono, S.Sos, M.Si, Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan
Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Jurnal tersebut memba-
has tentang bagaimana kualitas dari pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dan penerimaan pajak. Dengan menggunakan beberapa analisis diperoleh hasil
bahwa kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Ap-
likasi yang penulis rancang ini merupakan salah satu pendukung untuk membuktikan
penelitian dari jurnal terkait[7].

Tiwuk Puji Haryanti, Andrian Susanto, Analisis Sistem dan Efektifitas Pemungu-
tan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Tulungagung. Penelitian
yang dilakukan memiliki tujuan seberapa efektif pemungutan pajak menggunakan
sistem dan prosedur yang berjalan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi
yang diusulkan. Penelitian berfokus kepada bagaimana membangun sistem untuk
dapat menentukan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan seberapa efektif
dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah[8].

Fajar Masya, Elvina, Fitri Maria Simanjuntak, Sistem Pelayanan Pengaduan
Masyarakat Pada Divisi Humas Polri Berbasis Web. Sistem ini dibuat untuk masyara-
kat dalam menyampaikan pengaduan dan permohonan informasi dan mempercepat
respon divisi humas polri untuk merespon setiap pengaduan dan permohonan infor-
masi dari masyarakat. Aplikas ini dirancang menggunakan UML seperti Use Case,
Activity Diagram dan Class Diagram. Aplikasi ini dibangun berbasis web sehingga
dapat diakses dari perangkat yang terkoneksi dengan internet[9].

3 Metodologi

Diagram alir pada penelitian menggunakan SDLC (Sistem Development Life Cy-
cle) memiliki 4 tahapan atau fase, yaitu: Planning, Analysis, Design dan Implementa-
tion. Namun pada penelitian ini tidak mencakup tahap Implementasi.

Tahapan yang dilakukan dalam “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pela-
yanan Pajak Daerah” sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)

Pada tahap planning penulis menentukan konsep, teknik pengumpulan data,
buku apa saja yang menjadi pedoman, tempat melakukan observasi, menentukan
kebutuhan sistem, seperti kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pen-
dukung serta studi kelayakan. Mencoba memahami dan memperjelas apa yang
diharapkan oleh pengguna (sistem informasi bagaimana yang diperlukan),
menentukan ruang lingkup dari studi sistem informasi dan menentukan kelayakan
dari masing-masing alternatif dengan memperkirakan keuntungan atau kerugian
yang didapat.

2. Analysis (Analisa)
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Pada tahap analysis penulis menentukan metode apa yang digunakan untuk
mengetahui proses bisnis, pada penelitian proses bisnis berdasarkan pengamatan
dan praktek langsung yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
prosedur yang sudah berjalan selama ini. Untuk sistem informasinya sendiri
penulis memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi pada proses
pelayanan. Kemudian menjabarkan segala kegiatan yang terjadi ke dalam dia-
gram agar mudah dipahami.
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3. Design (Perancangan)
Pada tahap ini penulis mulai membangun UML untuk sistem yang disarankan sep-
erti Flow Chart, Use Case Diagram, Use Case Description, Activity Diagram dan
Sequence diagram. Kemudian menggambarkan tampilan bagaimana aplikasi nanti
berjalan ke dalam desain antarmuka, serta memberikan penjelasan terhadap setiap
aksinya.
Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas
tempat penulis bekerja.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pengembangan Sistem Informasi
Pelayanan Pajak Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. Metode Kepustakaan (Library)

Studi Pustaka (Library Research) adalah suatu metode pengumpulan data
dengan cara membaca dan mempelajari artikel, karya ilmiah, jurnal ilmiah atau
sumber lain seperti internet yang berkaitan dengan tema yang dipilih untuk di-
jadikan bahan penelitian.

2. Metode Observasi (Observation)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibat-
kan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi
tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk
merekam berbagai fenomena yang terjadi.

4 Hasil dan Pembahasan

Sistem yang berjalan saat ini proses pelayanan belum memiliki aplikasi khusus
yang menangani pelayanan. Sehingga pelayanan masih dilakukan secara face to face
antara petugas pelayanan dengan wajib pajak. Petugas pelayanan menerima berkas
permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. Setelah berkas tersebut lengkap
kemudian petugas pelayanan mencatat pendaftaran kedalam sistem informasi mana-
jemen setiap jenis pajak.

Alur berkas permohonan juga tidak selalu terpantau sehingga memuat kadang ber-
kas permohonan terselip atau hilang. Wajib pajak juga harus menelepon untuk
mengetahui penyelesaian berkas permohonannya. Dengan kondisi yang sekarang ini
penulis mengusulkan perancangan suatu sistem aplikasi yang khusus menangani pela-
yanan. Perancangan proses bisnis aplikasi digambarkan melalui use case seperti yang
dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 seperti dibawah ini.
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Pajak Daerah

Sistem Informasi Pelayanan
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Waiib Pajak

Kelola Akun

A\ Pelayanan Pajzk Daerah /

Input Permohonan
Pelayananan Pajak Daerah

Petugas Pelavanan

Disposizi Berkas
Permohonan Untuk Cek
Lapangan

>N

3 Petugas Pendataan
3%y Input Berita Acara dan
=<include=> | aporan Hasil Penelitian
<<inc.1uliie>:
' Validasi Berita Acara dan
%\ Laporan Hazil Penelitian
Kasubbag TU
' Disposisi Berkas
Permohonan Untuk Cetak
SKPD/ SPPT
Kepala Unit

Gambar 1 Use case diagram Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah
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Sistem Informasi Pelayanan
Pajak Daerah

=zinclude==

Maonitoring proses

pelayanan = /

Petugas Penagihan

Wajib Pajak

.
=<include==
.

Nilai ketetapan pajak

]
H
==include==

=1

Cetak SKPD [ SPPT Petugas Pelayanan

Gambar 2 Use case diagram Sistem informasi Pelayanan Pajak Daerah

Use Case Diagram diatas menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh para aktor
didalam sistem. Dalam use case tersebut terdapat 7 aktor yang dapat menggunakan
system, vyaitu: Wajib Pajak, Petugas Pelayanan, Petugas Pendataan, Petugas Penagi-
han, Kasubbag TU, Kepala Unit dan Admin. Dimana wajib pajak dapat melakukan
pendaftaran sebelum mengajukan permohonan pelayanan pajak daerah, memantau
proses pengerjaan permohonan dan dapat melihat nilai ketetapan pajak daerah. Petu-
gas pelayanan bertugas menerima berkas permohonan wajib pajak yang di-upload ke
sistem dan melakukan input pendaftaran pajak daerah terhadap berkas permohonan
yang sudah sesuai dengan persyaratan, setelah itu petugas pelayanan memberikan
disposisi kepada petugas pendataan dan pada tahap akhir petugas pelayanan mencetak
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT).

Petugas pendataan menerima disposisi berkas dari pelayanan dan menginput berita
acara dan laporan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan. Kasubbag TU hanya ber-
tugas menerima hasil pemeriksaan dari petugas pendataan dan melakukan validasi
laporan hasil pemeriksaan. Kepala Unit bertugas untuk memvalidasi laporan hasil
pemeriksaan dan memberikan disposisi kepada petugas pelayanan untuk mencetak
SKPD atau SPPT. Terakhir petugas penagihan dapat melihat nilai ketetapan pajak,
piutang pajak dan data pembayaran SKPD atau SPPT dari wajib pajak.

Class diagram untuk aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah memiliki
14 class, yang terdiri dari: class Jabatan, class Kewenangan, class Menu, class Jeni-
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sPajak, class JenisPermohonan, class Pegawai, class SubjekPajak, class BeritaAcara,
class ObjekPajak, class LHP, class DetailLHP, class PermohonanPBB, class Permo-
honanReklame dan class PermohonanBPHTB dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai
berikut.

Jabatan Pegawai 1 [’ [ it
- idJabatan: int —— - nip: varchar BeritaAcara LHP PermohonanReklame
- namaJabatan: varchar - namaPegawai: varchar |- noBeritaAcara varchar  [———— -nOLHP" varchar FE— - idPermononan: varchar .
+acc) - fotoPegawai- varchar . - idPermohonan: varchar - noBeritaAcara: varchar - nikc varchar | —
+eato - pangkat: varchar - Keterangan: text . (|- vesimpulan: varchar - IdenisPermefionan. int .
© deiete) - golongan: varchar - nip?: varchar - nip?: varchar - namaObjek: varchar —
- password: varchar - nip2: varchar - nip2: varchar - alamatObjec varchar
Kewenangan - idJabatan: varehar - nip3: varchar - nip3: varchar - panjang: deuble
- int - varchar - tglBeritaAcara: date - nipd: varchar - lebar: double
R R - muka: int
namaKewenangan varchar  natermonanand © acd tgILHP: date
P - jenisRekiame: varchar
+add() +terimaPermononan() + edit) +add()
- suratPermohonan: varchar
+ edit) + addBeritaAcara() +edit()
- suratPemyataan: varchar
+ delete() + editBertaAcara()
. R - spop: varchar
+addLHP()
L. - suratkuasa: varchar
“&ditLHR()
~fotoObjek: varchar
Menu +validasi) (
1. - dokumenLain: varchar
- ldMienu: int + addKetetapan()
R . ObjekPajak PermohonanPBB - statusPermahonan: char
namaMenu: varchar + edliketetapand)
i dKewenangan: int - nopd: varchar - idPermohonan: varchar a0
+ linatKetetapan( I i varchar
- + edit()
+ada + linatTunggakan() . =
0 - noLHP: varchar -id. in
. +linatPembayaran()
edt) varanl)  nilaiKetetapan: int - alamatQblek: varchar P——
+ delete() + editProfil) . 1
; - fleSKPD: varchar Juasgumi:nt “—— - igPermohonan: varchar
* edistat ) R - luasBangunan: int - ik varchar
JenisPaizk + e - ktp: varchar - idJenisPermohonan: int
- idJenisPajak: int | SubiekPaiek | T varehar - luzsBumint
- nik: varchar - spop: varchar R
- namaJenisPajak: varchar L | TR luasBangunan: int
varchar - Ispap: varenar _ njopBum: int
+add) - emailSubjek: varchar - suratKuasa: varchar - njopBangunan: int
+edit) ; 1- vare
- password: varchar — Detail HP - pm1: varchar  hargaTransaksi int
+ delete( . v +
- noTelpSublek varchar dDetailLHP: varchar - suratTidakSengketa: varchar _ alamatObjek: varchar
- slamatSubjekc varchar | _ noLHP: varchar - - ajb: varchar ~ kio: varchar
- kelurahanSubjek: varchar [— _ nopdBary: varchar - suratTanah: varchar _ suratPermononan: varchar
JenisPermohonan - kecamatanSubjekc varchar - namaSubjekBaru: varchar - imb: varchar - suratPernyataan: varchar
- idJenisPermonanan: int - kotaSubjek: varchar - alamatSubjekBaru: varchar - suratkeputusan: varchar - sspd: varchar
- namaJenisPermohonan: varchar - provinsi: varchar - namaObjekBaru: varchar - sppt: varchar - suratiuasa: varchar
- idJenisPajak: int ~ daftar) - alamatObjekBaru: varchar - fotoObjek: varchar - fotoObjek: varchar
+ aac) < loging) - luasObjekBaru: double - dokumenLain: varchar - sppt varchar
ety P R - statusPermohonan: char - akia: varchar
+ delete() + addPermohonan() «editl) +add() - buktiPembayaran: varchar

+ editPermononan() + delete() +edit() - sertifikat: varchar

+ lihatketetapas e - dokumenLain: varchar

= lihatTunggakani - statusPermononan: char

+linal

+ada)

+ lihatStatusPermohonan() +edit))

Gambar 3 Class diagram Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah
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Contoh rancangan tampilan aplikasi sistem informasi pelayanan pajak daerah yang
berbasis web dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 dibawah ini.

3 sister asi Pelayanan Pajak Daerah
Selamat datang,
e Edwin Home / PBB / Pendaftaran PBB [/ Data Baru
Nurdiansyah Form Pendaftaran PBB Data
Baru
Logout NIK
ta Baru
[ Pendaftaran PBB Alamat Objek
Luas Bumi

[ Pendaftaran Reklame
Luas Bangunan

[ Pendaftaran BPHTB KTP
[ Status Permohonan Surat Permohonan

sPOP

[ Ketetapan

LSPOP

Surat Kuasa

PM1

Surat Tidak Sengketa
Akta Jual Beli
Sertifikat

MB

SPPT

Foto Objek

Dokumen Lain

Gambar 4 Formulir pendaftaran PBB
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L sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah
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[} Berkas Selesai
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Gambar 5 Formulir verifikasi berkas permohonan pajak daerah

. Gambar 4 merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk mengajukan
permohonan pbb data baru. Sedangkan Gambar 5 adalah halaman untuk petugas pela-
yanan dalam melihat dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh wajib pajak sebagai
persyaratan permohonan. Pada halaman ini petugas pelayanan dapat menerima
permohonan atau menolak permohonan karena kurangnya persyaratan yang di-upload
oleh wajib pajak

5 Kesimpulan dan Saran

Sistem informasi pelayanan pajak daerah ini memberikan keleluasaan bagi wajib
pajak untuk mengajukan permohonan pendaftarannya kapan saja dan dimana saja.
Wajib pajak juga dapat memantau proses penyelesaian permohonannya melalui sis-
tem tanpa harus datang atau menelpon petugas pelayanan dan dapat melihat ketetapan
pajak sesuai dengan permohonannya. Waktu pelayanan dan penyelesaian berkas
permohonan dapat diselesaikan lebih cepat. Kemungkinan berkas terselip atau hilang
pun dapat dicegah karena semua tercatat disistem.

Bagi petugas sistem ini dapat membantu pengawasan alur berkas karena dapat
diketahui sampai dimana proses pengerjaan berkas dan mengurangi berkas arsip kare-
na semua berkas tersimpan di dalam sistem. Sehingga memudahkan dalam pencarian
pencarian arsip berkas permohonan jika suatu saat dibutuhkan karena semua
terdokumentasi dengan baik.
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Saran untuk sistem infromasi pelayanan pajak ini adalah agar pelayanan jenis pajak
dapat mencakup semua jenis pajak daerah karena saat ini masih mencakup 3 jenis
pajak daerah saja yaitu pajak reklame, bphtb dan pbb-p2. Dan sistem informasi pela-
yanan pajak daerah ini dapat terintegrasi dengan dengan sistem pembayaran sehingga
dapat mengakomodir data pembayaran dan data piutang.
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